GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 669 TAHUN 2023

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN GUBERNUR TERKAIT CORONA VIRUS DISEASE

Menimbang :

Mengingat

2019 SEBANYAK 3 (TIGA) KEPUTUSAN GUBERNUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

a. bahwa dengan berakhirnya status pandemi Corona Virus

Disease 2019 dan berubah status menjadi endemi di Indonesia
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023
tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia, perlu dilakukan
pencabutan Keputusan Gubernur terkait Corona Virus Disease
2019 sebanyak 3 (tiga) Keputusan Gubernur;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur
tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Terkait Corona
Virus Disease 2019 Sebanyak 3 (Tiga) Keputusan Gubernur;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota
Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);




Menetapkan :

Tembusan:

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6236};

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN
GUBERNUR TERKAIT CORONA VIRUS DISEASE 2019 SEBANYAK

3 (TIGA) KEPUTUSAN GUBERNUR.

Pasal 1

Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku:

1.

Keputusan Gubernur Nomor 337 Tahun 2020 tentang
Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah COVID-19 di
Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Keputusan Gubernur Nomor 414 Tahun 2020 tentang
Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana COVID-19
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan

Keputusan Gubernur Nomor 1023 Tahun 2020 tentang Satuan
Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Daerah Khusus Ibukota

Jakarta,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Keputusan Gubernur ini mulaj berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 2023

1. Ketua Komite Penanganan Disease 2019 (Covid-19)
dan Pemulihan Ekonomi Nasional
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia




HORONOG k0

12.
13.

14.
15.

Menteri Keuangan Republik Indonesia

Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta
Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

Inspektur Provinsi DKI Jakarta

. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Provinsi DKI Jakarta

. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Provinsi DKI Jakarta

Para Walikota Provinsi DKI Jakarta

Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Provinsi DKI Jakarta

Para Camat Provinsi DKI Jakarta

Para Lurah Provinsi DKI Jakarta




